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BUPATI PURWAKARTA 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 
 

NOMOR  :   7   TAHUN 2012 
 

TENTANG 
 

MENARA TELEKOMUNIKASI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  PURWAKARTA, 
 

Menimbang : a. bahwa telekomunikasi merupakan sarana 
publik untuk berkomunikasi yang dalam 
penyelenggaraannya membutuhkan 
infrastruktur menara telekomunikasi; 

b. bahwa penyediaan menara telekomunikasi 
untuk sarana publik sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, merupakan bagian bentuk dari 
kegiatan usaha ekonomi yang menguasai hajat 
dan keperluan orang banyak, sehingga perlu 
berperan serta dalam pembangunan 
masyarakat; 

c. bahwa dalam interaksinya dengan keberadaan 
dan keperluan orang banyak sebagaimana 
dimaksud pada huruf b, penyediaan menara 
telekomunikasi perlu ditata dengan 
memperhatikan efisiensi, keamanan 
lingkungan, dan estetika lingkungan agar 
dapat memenuhi kebutuhan masyarakat 
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dalam berkomunikasi dan memperoleh 
informasi secara optimal; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b 
dan huruf c, perlu perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Menara 
Telekomunikasi. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 
dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1968 Nomor 31  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999  
Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3833); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 
Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3881); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 
Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,  
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4247);  

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
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beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844);  

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
68,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 

7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4843); 

8. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
61, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4846); 

 

9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 
tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 181 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4928); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4674); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049);  
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12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5050); 

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 
Tentang Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3338); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 
Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3980); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5103); 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5149); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 
2009 tentang Pedoman Penetapan Izin 
Gangguan di Daerah; 

20. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, 
Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi 
dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009 
Tentang Pedoman Pembangunan dan 
Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi; 

21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 
Nomor 01/PER/ M.KOMINFO/01/2010 Tahun 
2010 Tentang Penyelenggaraan Jaringan 
Telekomunikasi; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta 
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara 
Pembentukan Peraturan Daerah; 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 
PURWAKARTA 

 
dan 

 
BUPATI PURWAKARTA 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MENARA 

TELEKOMUNIKASI 
 


